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ABSTRACT

Backgroung: In conjunction with Bali Social Health insurance (B-
SHi} plan, itis critcal to assess market of such program.

Purpose; To examine health insurance coverage, ability and
willingness to pay insurance premium among Bali popuiation, also
public opinion on B-SHI.

Method: Research was designed as survey. Locations were
purposively chosen fo represent poor, mid and rich districts.
Sampling units were family. Respondent selection was based on
occupation. Samples are 1,500 families, proportionally chosen in
selected Iocations. Data were analyzed quantitatively fo assess
insurance coverage, opinion on B-SHI, ability and willingness to pay.
Opinions on B-SHI were alsc analyzed qualitatively to assess
reasons of rejection.

Results: 56.2% respondents ware uninsurad, increased to 82.6%
among informal sector. Among uninsured respondents, 61% agreed
with B-SHI. Financial limitation was the main reason of B-3Hi
rejection. Willingness to pay premium, which is lower than their
ability, is Rp2.000,00 to Rp5.000,00/capiia/month. For premium
collection, respondents chosen to add monthly B-SHI hiil fo their
eleciricity bill.

Conclusion: B-SHI has good prospect to be developed. Social
marketing of this program should be carefully planned in order to
educate people onthe benefits of B-SHI. Good governance of B-SHi
administration is a critical point to enhance satisfaction and heaith
status of the people.

Heywords: Bali Social Heaith Insurance, willingness to pay,
ability o pay, survey

ABSTRAK

Latar belzkang: Dalam rangka pengembangan Jaminan
Kesehaian Sosial Bali (JKSB), perlu dilakukan survei unfuk
mengetahui kondisi pasar program tersebut.

Tujuan: Untuk mengetahui kepemilikan jaminan  psmbiayaan
kesehatan, kemampuan dankemauan membayar masyarakat Bali,
serlatanggapan atas JKSB.

#eiode: Penclitian merupakan survei pasar dengan lokasi yang
dipilih untuk mewakili wilayah miskin, menengah dan kaya. Unit
sampfing adalah keluarga vaiiu responden dipllih berdasarkan
pekerjaan. Sampel sebanyak 1.500 keluarga dipilih secara
proporsional di setiap lokasi. Data dianalisis secara kuantitatif uniuk
mengetahui frekuensi kepemilikan jaminan pembiayaan
kesehalan, tanggapan atas rencana JKSB, kemampuan dan
kemauan membayar prami. Tanggapan responden juga dianalisis
secara kualitatif untuk mengetahuialasan tidak setuju atas JKSB.
Hasil: Sebanyak 55.2% responden belumn memiliki jaminan
kesehatan, dan persentasenya menjadi 82.6% pada responden
sektor informal. Sebanyak 51% respoinden yang belum tedarmin,
setuju berpartisipasi dalam JKSEB. Keferbatasan finansial menjadi
alasan utama penolakan JKSB. Kemauan membayar premi rata-
rata lebih kecil daripada kemampuannya, yaitu Rp2.000,00 sampai
dengan Rp5.000,00/kapita/bulan. Untuk pembayaran  premi,
responden memilih menggabungkan tagihan premi bulanan ke
dalamtagihan listrik.

Simpulan: Jaminan Kesehatan Sosial Bali (JKSB) rermiliki
prospek baik untuk dikembangikan di Bali. Pemasaran sosial
program perlu direncanakan seksama agar masyarakat memahami
manfaat JKSB. Tata kelola administrasi JKSB yang baik juga perlu
dikembangkan uniuk meningkatkan kepuasan dan status
kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Jaminan Kesehatan Sosial Bali, kemampuan
membayar, kemauan membayan, survel

PENGANTAR

Lebih dari setengah penduduk Bali tidak mamiliki
jaminan pembiayaanr kesshalan. Mereka adalah
kelompok masyarakat vang bekerja di sekior informal
dan golongan ekonomi menengah ke Gawah.
Masyarakat yang sudah memiliki jaminan pembiayaan
kesshatan berupa asuransi kesehatan di Bali adalah
35% penduduk Bali 8.5% pegawai pemeriniah dan
TNUPOLRE, 15% keluarga miskin, 10% pegawai
swasta.,” Rendahnya cakupan panduduk yang
memilild jaminan pembiavaan kesehatan diperburuk
dengan iemahnya kemanpuan ekonomi masyarakat
dan fingginya biaya pelavanan kesshatan. Fakis
empiis menvaizkan Sahwa merska yang sakit dan
membuluhkan  ceiavanan kKesehatan cenderung
menunda atau tidal berupaya untuk mengakses
pelavanan kesehatar karena faktor-faktor di atas.’
Alibainva, kordisi kesehalen pendzrita semakin
buruk, serta produkiivitas masyarakal termasuk
akiivitas sosialnya terganggu.

Segjak tahun 1960-an, Indonesia telan berupaya
untuk mengembangkan skema pembiayaan
kesshatan bagi seluruh masyarakat' Di era
desentralisasi ini, ada dus produk hukum vaity
Undang-Undang {{J}) No. 4072004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasionatdan UL Ne. 32/2004 tentang
Pemeriniah Oaerah, di samping amanat UUD 1945
(amandemen) yang mewajickan pemerintah  unfuk
mengembargkan sistam jarminan kesehatan bagl
pendudui.*™ Sampai ssat ini, masih banyak
penauditk vang haras merogoh kantongnya atavpun
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berhutang untuk membayar jasa pelayanan
kesehatan ketika diri dan keluarganya sakit.
Umumnya, mereka adalah pekerja sektor informal
dan masyarakat yang berada tidak jauh di atas
batas garis kemiskinan. Mereka sebenarnya masih
mampu memenuhi kebutuhan pokok harian,
namun jika sakit dan harus dirawat di rumah sakit,
maka mereka akan pailit karena ketiadaan jaminan
pembiayaan kesehatan. Kelompok ini merupakan
bagian terbesar dari masyarakat yang perlu
dijadikan sasaran skema pembiayaan kesehatan.
QOleh karena itu, provinsi Bali memandang perlu
pengembangan jaminan pembiayaan kesehatan
yang bersifat sosial.

Survei bertujuan untuk mengetahui gambaran
kepemilikan jaminan pembiayaan kesehatan serta
kemampuan dan kemauan membayar lerkait
dengan kebijakan pengembangan Jaminan
Kesehatan Sosial Bali (JKSB).

BAHAN DAN CARAPENELITIAN
Lokasi Survei

Tabel 1 dan Tabel 2 menggambarkan karakier
kabupaten/kota di Bali secara ekonomi yang
dikelompokkan menurut pendapatan asli daerah
(PAD) dan pendapatan domestik regional bruto
(PDRB) per kapita.’

Tabel 1. Statistik Ekonomi Kabupaten/Kota di Bali

Kabupaten/kota Penduduk PAD PDRB PDRB/kapita
{jiwa) {ribu Rp) (ribu Rp) (ribu Rg}
Jembrana 221.316 9.785.326 1.542.636.702 6.970
Tabanan 397.673 43.358.862 2.267.702.445 5.702
Badung 358.311 332.316.936 5.100.377.930 14.235
Gianyar 379.005 49.738.944 2.877.868.346 7.593
Klungkung 170.092 11.913.313 1.323.409.311 7.78%
Bangli 210.103 7.395.415 1.133.150.611 5.393
Karangasem 389.576 19.762.682 1.665.504.155 4,788
Buleleng 607.616 19.289.923 3.693.059.667 6.078
Denpasar 446.226 90.827.789 4.631.843.729 10.380

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Baii. 2005. Bali Dalam Angka 2004/2005.

Tabel 2. Karakter Ekonomi Pemerintah dan Pendudulk
" di Kabupaten/Kota di Bali

Kabupaten/kota Karakter ekonomi Karakter
. (PAD) PDREB per kapita
Jembrana Miskin Miskin
Tabanan Sedang Miskin
Badung Kaya Kaya
Gianyar Sedang Sedang
Klungkung Miskin Sedang
Bangii Miskin Miskin
Karangasem Mskin Miskin
Buleleng Miskin fviskin
Denpasar Kaya Kaya
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Tabel 3 adaizah matiks karakier wilayah di Bali yang
dikermbangkan bardasarkan Tabel 2 (karakter ekonomi
menjadi karakter pemerintah dan karakter PDRB per
kapita menjadi karakter penduduk).

Tabel 2. Kavaiter Zkonomi Kabupaten/Kota di Bali

Pemarintah Kabupaten/Kota
Miskin Kaya
Jembrana -
Tabanan
Bangli
Karangasem
Gianyar
Khungkung
Buleleng

Pendudui
Miskia

Badung
Denpasar

Sabanvek 50% pada lima kabupaten/kota di Bali
menjadi iokasi surval berdasarkan representast dari
karakter akonomi kabupaten/ kota di Bali (purposive
sampling.

Dasrahmisidn - Tabanan Bangli

Dazrahsedang : Glanyar, Klungkung

Dasrak kaye  Denpasar
daerah perkotzan dan pedesaan (purposive
sampling). Tabel 4.

Tabzi 4. Daftar Kecarnatan di Lima Kabupaten/Kota
sebagai Pilihan Lokasi Survei

Kabupateniiota Kecamatan Kecamatan
perkotaan pedesaan

Klungkurg Klungkung Banjarangkan
Bangli Bangli Susut
Gianvar Gianyar Payangan
Tabanan Kediri Baturiti
Denpasar Denpasar Selatan -

Denpasar Timur

Subjek Survel

Unit sampling yang digunakan adaiah keluarga
yaitu unit terkecil di masyarakat. Populasi kepala
keluarga di icikasi ferpilil dihitung untuk mengetahui
proporsi sampling di masing-masing kabupaten/kota.
(Tabei 5}

Tabe! 5. Fopules’ Kepale Keluarga di Lokasi Survei

fabupsatsn/Hols Jumiah Kepala Keluarga

Klungkung 35.824
Bangl 50.306
Giaryar 82.861
Tabanai 100,206
Denpasar 899.612
Total 368.809

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2005. Bali Dalam

Angka 2004/2005.

Pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui kemampuan
membayar dan kemauan membayar. Atas dasar itu,
responden dipilih berdasarkan jenis pekerjaannya,
yaitu:

1. PegawaiNegeri Sipil (PNS)

Pegawai kepolisian (POLRI)

Angkatan bersenjata (TNI)

Pekerja dibayar non-PNS/POLRI/TN

. Bekerjasendiri {wiraswasta)

Demi kepraktisan, terutama karena keterbatasan data
penduduk yang bekerja sendiri (wiraswasta) dan
pekerja sektor informal, maka jumlah populasi
berdasarkan pekerjaan tidak diuraikan terinci.

Besar sampel untuk survei ini ditetapkan 1.500
kepala keluarga. Jumlah tersebut ditentukan
berdasarkan wakiu dan dana tanpa mengurangi
distribusi segmen pasar potensial untuk jaminan
pembiayaan kesehatan di Bali. Proporsi sampling
tersebut adalah 0.4% (1.500 dibagi 368.809} dari
populasi keluarga di lima lokasi terpilih. Distribusi
sampel di masing-masing kabupaten atau kota
(proportional sampling) sebagai berikut (Tabel 6).

SRR

Tabel 6, Jumlah Sampel Berdasarkan Jumiah Kepala

Keluarga
Kabupaten/Kota Jumiah Keluarga  Sampel
Klungkung 35,824 146
Bangli 50,306 205
Gianyar 82,861 337
Tabanan 100,206 408
Denpasar 99,612 405
Total 368,809 1,500

Untuk distribusi sampel! di tingkat kecamatan
yaitu di dua kecamatan per kabupaten (berkarakter
kota dan berkarakter desa), subsampel di masing-
masing kecamatan mendapat proporsi setengah dari
jumlah sampel (proportional sampling) yang sudah
ditetapkan. Hanya subsampel di Denpasar yang
didistribusikan di kecamatan perkotaan karena dikota
initidak ada wilayah pedesaan. (Tabel 7).

Subsampel berdasarkan pekerjaan dilakukan
secara proporsional sesuai dengan jumlah kategori
pekerjaan. Masing-masing pekerjaan mendapat
proporsi 20% dari kuota sampel di masing-masing
kecamatan. {Tabel 8).
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‘Tabel 7. Distribusi Sampel Berdasarkan Karakter Kecamatan

Kabupateni{ota Kacamatan berkarakter kota Kecamatan berkarakter desa Total

Klungkung Klungkung 73 Banjarangkan 73 146

Bangli Bangh 103 Susut 103 206

Gianyar Gianyar 168 Sukaw ati 168 336

Tabanan Kediri 204 Baturiti 204 408

Denpasar  ponion Bora 202 - . Ao

Tabel 8. Distribusi Sampel Berdasarkan Pekerjaan
KECAMATAN PNS POLRI TN Pekerja dibayar Wiraswasta TOTAL
i non PNS/POLRITHI

Klungkung 14 14 14 16 15 73
Banjarangkan 14 14 14 16 15 73
Bangli 20 20 20 22 21 103
Susut 20 20 20 22 21 103
Gianyar 33 33 33 35 34 168
Payangan 33 33 33 3b 34 168
Kedir 40 40 40 43 41 204
Baturiti 40 40 40 43 41 204
Denpasar Timur 40 40 40 41 41 282
Denpasar Selatan 40 40 40 4 41 202
TOTAL 234 294 294 314 304 1.500

Berikutini adalah kriteria responden sutvei:

1. Merupakan kepala keluarga. Suami atau istri
bisa mewakili keluarga yang bersangkutan

2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu
izin Penduduk Menetap Sementara (KIPEM) Bali

3. Berdomisilidan beketjadilokasi survei

4. Tidak bekerjadisektorkesehatan.

Jenis Dan Cara Pengumpulan Data

Data vang dikumpulkan pada survei ini adalah
data primer. Data dikumpulkan dengan melakukan
wawancara mulai 27 Juli - 2 Agustus 2006, berdasarkan
pertanyaan terstruktur yang tertuang dalam
kuesioner. '

Analisis Data
Analisis kuantitatif dilakukan setelah data bersih

dan lengkap dengan menggunakan program SPSS

10 for Windows, antaralain:

1. Frekuensi karakter responden (status sosial
gkonomi, status kesehatan dan pemanfaatan
pelayanan kesehatan).

2. Tahulasi silang antara kepemilkan JPK seria
tanggapan atas rencana pengembangan
JKSB dengan karakier responden.

3. Regresi logisitik untuk mengetahui faktor-
faktar yang memprediksi kepemilikan dan
partisipasi dalam jaminan pembiayaan
kesehatan (35% confidence inferval).
Tanggapan responden juga dianalisis secara

kuafitatif untuk mengetahui alasan tidak setuju atas

JKSB.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lokasi Survei

Survei dilaksanakan di lima kabupaten/kota di
Bali sesuai dengan sampling frame. Untuk menyasar
responden, survei dilaksanakan di tempat-tempat
spesifik seperti instansi pemerintah, kantor-kantor
swasta, pasar, terminal, kantor/asrama polisi,
markasfasrama TN}, sekolahvkampus, serta tempat-
tempat umum yang mana masyarakat membuka
usahanya.

Karakter Responden

Sebagian besar (65.7%) responden adalah laki-
taki. Rata-rata umur responden adalah 32 tahun.
Responden termuda berusia 18 tahun dan tertua 76
tahun. Hampir setengah (48.9%) responden
menyelesaikan pendidikan SMA. Hanya 5% yang
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fidak tamat SD, sedangkan 2.5% responden telah
menempuh pendidikan pascasariana. Gambaran ini
menunjukkan bahwa responden umurmnya adalah
kelompok penduduk usia produktif dengan tingkat
pendidikan cukup. .

Jumlah responden wiraswasta dan pekerja non-
PNS/TNI/POLR! |ebih banyak daripada jumiah dalam
sampling frarme. Hal ini karena terbatasnya populasi
TNI/POLRI di suatu wilayah, sehingga wawancara
dialihkan kepada responden sektor informal. Over-
sampling untuk responden dengan pekerjaan
wiraswasta maupun pekerja non PNS/TNI/POLRI
dapat memberikan informasi Izbih valid mengenai
karakter responden yang bekerja di sekior informal
dan preferensi mereka terhadap program JFPK Bali.

Rata-rata pendapatan keluarga bulanan dalam
survei ini adalah Rp1.668.000,00. Pendapatan
terkecil dalam keluarga adaiah Rp70.000,00 (seorang
perempuan 30 tahun, buruh pasar Kediri, Tabanan),
sedangkan terbesar adalah Rp30 juta (dua
wiraswasta, seorang laki-laki 56 tahun di Denpasar
Barat, Denpasar dan seorang perempuan 31 tahun di
Baturiti, Tabanan). Kondisi ini menggambarkan
adanya gap finansial responden dilokasi survei.

Seperempat (25%) responden tergolong ke
dalam pendapatan kuartii 1 (lebih kecil atau sama
dengan Rp800.000,00). Lebih dari sepertiga (33.9%)
responden tergolong ke dalam pendapatan kuartit 2
(di atas Rp800.000,00 - Rp1.500.000,00). Sebanyak
21.1% responden adalah kelompok pendapatan
kuartil 3 {di atas Rp1.500.000,00 - Rp2.000.000,00).
Sisanya (19.9%) tergolong kuarti 4 (pendapatan
diatas Rp2.000.000,00).

10.9% = e
\

\ o

Keterangan:
Q1= < Rp800.000,00; Q2= Rp8C00.000,00 -Rp1.500.0G0,00;
Q3= Rp 1.500.000,00 - Rp2.000.000,00;
Q4= > Rp2.5600.000,00

Gambar 1. Pendapatan Bulanan Keluarga Responden
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Survei menginformasikan bahwa mayoritas
responden memiliki keluarga kecil. Hampir
tigaperempat (74.2%) respondsn memiliki anggota
keluarga sebanyak satu sampai dengan empat orang.
Untuk mempercieh gambaran beban finansial kepala
keluarga untuk memberikan perlindungan kepada
setiap anggota Keluarganya, informasi pendapatan
bulanan keluarga dibagi jumlah kapita dalam keluarga
yang bersangkutan. Survei menemukan rata-rata
pendapatan bulanan per kapita adalah Rp455.350,00
dengan pendapatan terkecil adalah Rp23.350,00 per
kapita per bulan, dan terbesar adalah Rp 10 juta per
kapita perbulan.

Kepemilikan dalam Jaminan Pembiayaan
Kesehatan
Kelompok yang tidak memiiiki jaminan
pembiayaan kesehatan

Lebih dari setengah responden (56.2%)
mengaku bahwa keiuarga responden belum
sepenuhnya memiliki jaminan pembiayaan
kesehatan. Keluarga dari pekerja sektor formal (PNS,
TNI, POLRI) pun ada yang tidak seluruhnya terjamin
datam skema jaminan yang dimiliki oleh kepala
keluarga, yaitu sebanyak 22%. Sebagian besar (96%)
penyebabnya adalah peraturan yang membatasi
kepesertaan (jaminan hanya untuk kepala keluarga,
suamifistri dan dua orang anak yang berusia di bawah
21 tahun, belum menikan, belum berpenghasilan dan

masih menjadi tanggungan peserta atau sampai usia |

25 tahun bagi yvang masih mengikuti pendidikan
formal). Penyebab lain adalah responden belum
mengurus administrasi kepesertaannya.

800

TFrekuensi

700

60n

500
400
300

G Responden punya JPK

= : E ek
o b b AT

Fornwal Informal

100

Sektor pekerjaan

Gambar 2. Kepemilikan Jaminan Pembiayaan Kesehatan
Berdasarkan Jenis Pekerjaan
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Khusus vang berasa
(pekerja non-PNSITNYP F?
jumlah responden 903 orang;, sehamnvar 22.5%
responden mengaku hahwe kelusrganva belum
memiliki jaminan pembiayaan kezsnaian. Informas
int merupakan potret kondisi di ndonesia. Pads
umumnya, hanva pekerja sekior formal vang secara
otomatis meniadi pesaria jaminan  pemibisyaan
kesehatan.

Hal-hal vang diungkarkanr
informal tentang slasan keuarge
dijaminkan dalam skems pambiayvean hatan,
antara lain: keterbaizsan firansial {32.6%)
pernah mendengar informss! iz giminan
pembiayaan kesehatan (28%), § ¢ manfaat
jaminan (22.5%), citra buruk psrusahasn
aei dan kredinibiss
{7.2%), peraturan dari peny - jarninan vang
membatasi kepesertaan (5 "% s iarv beturn sermnat
mengurus kepesertaan (3.5%). Temuan ol

oleh respondan aekior

S

mengkonfirmasikan pertinonye st
materi pemasaran sosial sebagsi
wawasan publik mengenzl konsap dan ‘
jaminan pembiayaan kesshatan, i samizing
manajemen penyelenggaraan vang leiih tarbuka dan
bertanggung jawab.

Analisis regresi logistik msnghasiban saidor
faktor yang memprediks! karakd i :
informal vyang memiliki
kesehatan. Tabal 8 men
signifikan mempradiks! kamalisr
informal yang seiun:h keluaga
pembiayaan kesshatan, Fakior-fak
lain;

a. Pendidikan- teraldidr i
penduduic sektor inforrna]

dengan
tamat

i:

WIS
k=

armiiile
sponden Seklort

| A Sdde Merdnfava | Buivel Pasar Jaminan Kesehaian Sosial Bal

&1, inzreka vang memiliki pendidikan terakhir
sotara SMA memiild kecenderungan 2.5 kali
ipat uniuk memiiki jaminan pembiayaan
kesehatan, hai-hal lainnya dianggap sama
(coteris parhus). Begity pun halnya dengan
pendudulk sskdor informal yang berpendidikan
sefingkat universitas/diploma, kecenderungan
uniui mamiild laminan pemblayaan kesehatan
sebesar lebih darl iima kali lipat dibandingkan
dengan merska yang tidak tamat SD, ceferis
panbus.
i, Lokasi kshupaten. Responden sektor
informal ¢f Kabupaten Gianyar, secara statistik
mamilikd kemungkinan lebih besar hampir dua
aaia {1.8) loat untuk mengikutkan seluruh
keluargarye dalam skema jamina pembiayaan
<esshatan, dibandingkan dengan responden di
Kota Denpasar, calers panbus.
¢. Harakior wilayah. Berada di wilayah perketaan,
Esponden spk‘u* informal berasosiasi dengan
kemungidnan 1.8 kali lebih besar untuk memiliki
iarvingn pcm‘ibu'ﬁy\ﬂar‘ kesehatan dibandingkan
dengan merska yang tinggal di wilayah
pedesaan, celans panbus.
Hasil analisis regresi logistkk di atas dapat
menjelaskan bahwa responden vang lebih
erpegndidikan umumnya akan memiliki jenis
pekerizan vang memberikan paket manfaat lebih
Besar {puken szeara finansial semata). Disamping itu,
mereks pun mamiliki pemahaman  lebih  baik
mengensi manfzst JPK. Hasil signifikan secara
statistik bahwa responden yang tinggal di Gianyar
mizmiliki kemiungiinan lebih besar untuk memiliki JPK
dibardingkan dengan mereka yang tinggal di
Danpasar. Hal tarsebut dapat disebabkan oleh hal-hal
lain A luar perianyaan survel, misalnya adanya

carinean & zarn Kesehatan

1)

Eupi?y 85% .1
fowes Upper
PEMNDID AR
SiAA B35 2,547 G613 6.400
Universitas/ipicma 1.588 5411 2030 14.281
KABUPATEN"
Gianvar B35 1.158 3.100
WILAYARY 505 1.028 2.674

Keiorapok reforgns! &
Kelormnok refers
KeIULHDQk rerEran
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inisiasi komunitas okal dalam amba
(seperi di Desa Mas dan Desa Paliatan, Fevupaten
Gianyar). Sclanjuinys, bahwa res;mﬁdeﬂ saidor
informal vang tingga: di wilayah perketaan
mempunyai kemunglkinan lebih besar dibancingkan
dengan rereka vang tngaal & pedssaan undue
memiliki jarminan pembiayaan shatan, sangat
mungkin ferkalt dengan inghet! pendidixan {yang iuga
memberian nasl signifilkan dalam anziisis regresiing).
Mereka yang menilici fingiet endidikan iebih tnggi,
cenderung memiik e xiCi’jﬁ“ri g mamsaniian hast
finansial ebih besar kars ln:::")aJ jika
berdomisili di perkotazn. L"a ;
penduduk  perkolean diterg
wawasan sassorang letin iy
kepemiiikan JFK.

Analisis femyala ldzk menermikan asosias]
signifikan antara pendapatan par kapils cer bulan
dengan kepemilikan JPK. Ksiorhatasan finansial
sebagai alasan responden seider nfommal tdak
meriliki JPK tidak semata-mata dungkapkan oieh
mereka vang memiliki sumber dayva finensial
terbatas. Hal lditis yang patut menjasi perlimbangan
dalam pengembangan jaminan kesehatan sosial di
Bali adalan diseminasi informasi untuk meningkatkan
pemahaman penduduk meangsnal manfaat jaminan,
serta mengurangi dampak dard clira buruk
penyelengygaraan jaminan vanyg elah tenangsung.
Tidak adanya kewajiban s wargansgars
untuk menjadi peseriz ssbuah shama jaminan
pembiayaan kesehatan juga dapst merdelaskan
mengapa pendapatan keluarga tlidak mampengaruhi
keputusan keluarga untui mamiixd sebuah jaminan.
Kewajiban hukum sebaiknya dikembangkan,
misalnya dangan mengharuskan pamonan
administrasi kependudulkan, pendaflaran sekolah,
pembayaran pajak, dan lain-iain yvang  menunjukkan
bukii kepeseraan jaminan kesehaian sosial Bali.

Kelompok vang memilki jaminan pemblayaan
kesehatan.

Di antara 858 orang respondsn vang sebagian
ataupun seluruh anggota kelusrganya telah
memiliki JPK, ada 22% yang tidak puas dengan
penyelenggaraan jaminan fersebut. Weiompok
pekerjaan yang memiliki proporsi terbasar paseria
yang tidak puas dengan penyelenggaraan jaminan

adalah FNS, vaitu 32% responden PHS merasa
fidek puas dengan penyelenggarasn jaminan
kesghatan. Selanjutnya adalah kelompok POLRI.
merasa tidak puas dengan penyelenggaraan jaminan
yaitu 21%. Hal menarik adalah tingginva kepuasan
pada kelompok responden wiraswasia vang
ditengarai karena adanya pilihan pribadi mengenai
juimiah premi yang hanss dibayar dan paiet pelayanan
yang diterima, di samping puls karsna lsbih
teroukanya informasi hek dan kewslban yang
diterima peseria jaminan vang bersangkuian.
Selengkapnya dapat dilikat dalarm Tabel 10,

Taoet 10. Xepuasan Terhadap Penyelenggara <aminan
Pembiayaan Keszhatan

Yidak Puas Diias Total

PHS a4 196 290

32.4% 67.6% 100%
POLRI 41 159 200

20.5% F9.5% 100%
T 22 128 151

14.8% 85.4% 100%
poiera non 20 ERES 138
PRSPOLRITN

14.8% 85.2% 100%
Wiraswasta 13 67 80

16.3% 83.8% 100%
TOTAL 190 566 856

22.2% 77.8% 100%

Analisis seianjutinya adalah uniuk rengetahui
gambaran ketidakpuasan peserta JPK dalam
kelompok pendapatan pekerja sekior formal dan
informal, Gambar 3A mengindikasikar bahwa dalam
kelompok sekior formal, responden yang tergolong
dalam kuarti 1 (penghasilan = Rp80G.G00,00,
diasumsikan mereka adalah pegawai golongan
rendah) cenderung lebih puas terhadap JPK yang
dimiliki. Di sisi lain, ketidakpuasan dalam kelompok
sekior informal cenderung merata di semua kelomipok
pendapatan (Gambar 3B). Informasi darl anaiisis
responden sektor formal mengkonfirmasikan banwa
pegawai dengan golongan yang lebih tinggi
mempunyai preferensi dan ekspekiasi berbeda
dibandingkan dengan pegawai golongan rendah.
Pegawai dengan goiongan lebih tinggi mengharapkan
pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan apa
vang manjadi haknya.
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Gambar 3. Kepuasan Terhadap Jaminar Pembiayaan
Kesehatan Yang Dimiliki Resporden

Alasan ketidakpuasan yzng diungkapkan
responden bervariasi, antara iain cbat-obatan yang
diberikan terbatas, ketiadaan stok obat yang
diperlukan, rumitnya birokrasi pengurusan klaim
pembayaran maupun rujukan, peseria lidak pemah
menerima sosialisasi hak dan kewajiban, serta kurang
tanggapnya pelayanan. Selanjutnya, alasan-alasan
tersebut digolongkan menjadi lima kategori untuk
memudahkan analisis {Tabel 11}.

Tabel 11. Alasan Ketidakpuasan Terhadap
Penyelenggaraan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

{n=150}
Frekuensi Persentase

Birokrasi rumit 52 274
Tanggungan obat tidak jelas 66 347
Kurang sosiallsasi hak- 25 132
kewajiban

Paket pelayanan kurang 34 7.9
komprehensif

Responsiveness kurang 13 6.8

informasi mengenai penyebab ketidakpuasan
terhadap penyeienggaraan JPK yang dimiliki
responden saat ini menggambarkan belum efektifnya
program sosialisasi hak dan kewajiban yang
seharusnya dilakukan oleh penyelenggara jaminan.
Sosialisasi tidak dapat dilakukan dengan
mendistribusikan buku pedoman semata, namun
seharusnya juga diadakan forum dialog untuk
meningkatkan efektivitas diseminasi informasi.
Pengetahuan peserta tentang hak dan kewajibannya
karus senantiasa dievaluasi untuk mengurangi
ketidakpuasan peserta maupun penyedia pelayanan
kesehatan.

Partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Sosial
Bali (JKSB)
Tanggapan responden terhadap JKSB

Sebagian besar (58%) responden menyatakan
setuju berpartisipasi dalam JKSB. Hampir 61%
responden yang belurm memiliki jaminan menyatakan
setuju ikut JKSB, dan 53.4% responden yang telah
memiliki jaminan juga menyatakan demikian. Dari
kategori sektor pekerjaan, 61% pekerja sektor
informal setuju, sedangkan pekerja sektor formal
sebanyak 53% (Tabet 12).

Tabel 12 Tanggapan Responden Berpartisipasi

dalam JKSB
Partisipasi dalam JKSB
Tidak Ya
Tidak 350 b44
Responden 39.1% 60.9%
punya JPK Ya 325 372
46.6% 53.4%
Formal 326 362
. 47.4% 52.6%
Sektor pekerjaan o o 349 554
38.6% 61.4%

Faktor-faktor yang memprediksi partisipasi
JKSB

Analisis regresi logistik dilakukan terhadap data
responden sektor informal saja untuk mengetahui
fakior-faktor yang memprediksi partisipasi mereka
dalam JKSB yang akan dikembangkan sebagai
asuransi sosial di provinsi Bali. Analisis dilakukan
dengan mengeluarkan data responden sektor formal
karena kelompok ini pada umumnya telah memiliki
JFK sosial. Temyata hanya satu faklor yang secara
statistik memprediksi partisipasi responden sektor
inforrmal dalam program JKSB yaitu lokasi kabupaten.
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Responden seldor informal vang finggal di Bangt,
dibandingkan dengan mersks vang tinggat di kota
Denpasar, mempunyai kemungkinan lebih dari lima
kali lipat untuk berpartisipasi dalam JKSB. Hal ini tentu
menarilc dan sebaiknya berhubungan dengan
kebijakan pambangunan kesehatan di dua wilayah
tergebut. Pamerintah Kota Denpasar mempunyali
kebijakan pubik bahwa seluruh penauduk Denpasar
dengan bukii kartu tanda penduduk, dapat menikmati
pelayanan kesehatan gratis ¢ selunih Suskesmas di
wilayah ini. Kebijaxan yang diferapkan di pemerintah
kota yvang memiliki pendapatan asli dasrah yang
besar Ini, diasumsikan mempengaruhl  perseps!
masyarakat mengenai pentingnya JFK. Hal lain yang
ditengarai ierkaitadalah adenye satiwilayah miskin di
Ball yaitu Jambranas {idak menjad Iolast sunval) vang
mamol  mensrapkan kebijakan publk mengens!
jeminan kesshatar sosial, Kondis! ini diasumsikan
tefah dikstahui oleh masyarakai Bangli vang juga ingin
mendapat fasiitas publiicsemacamil

Kemauan dan kemampuan membayar Kenlvibus!
JHEE

Besaran premi yang mau dibayar responden
berkisar antara Rp2.000,00 -Rp5.000,00 per crang
per bulan. Hampir sefengah {45.2%) responden
memilih besaran premi tersebuf, dengan asumsi
bahwa 5% pendapatan per kapfia per bulan dapat
diglokasikan untuk biaya kesehatan, mayoriitas
responden memiliki kemarpuzn membayar yang
lebin besar daripada kemauannya. Jika 5% dari
pencdapatan rata-rata bulanan keluarga dibagi dengan
total jurniah orang dalam keluarga responden, survel
memperoleh hasil rata-rata ATH sebesar Rp22 800,00
dengan ATE. paling rendah Rpt.157,00 dan paling
tinggi Rpd00.000,00.

Tabel 13. Kemarpuan Membayar Hontribusi Per Hazita

untul JHEB
Kategor! [Rp) T {M=1591) FPerseniase
(-2.000 6 A
2.001-5.600 97 G.1
5.001-7.500 119 7.5
7.501-10.000 166 10.4
di atas 10.000 203 75.6

Preferensi metode pembayaran premi

Tabel 14 menguraikan frekuensi piiihan
respandan secara umum. Responden secara uinuim
paling baryak memiiih cara iainnya (responden

secara bebas menuliskan pilihannya, antara lain
dengan pernotongan gaji, membayar melalui anjungan
tunai mandini (ATM), serta dipungut langsung oleh
petugas dari rumah ke rumah) dengan total 35.6%.
Filihanterbanyak kedua adalah dengan menggabungkan
tagihan premi dengan tagihan bulanan PLN {24.8%).
Metode pembayaran tunai melaiui Lembaga
Perkreditan Desa (LPD) dipilih oleh 20.1% responden,
sedangkan tunai melalui bank umum sebanyak
15.8%. Hanya 2.6% responden yang memilih untuk
menggabungkan tagihan premi dengan tagihan
POAM.

Tabel 14, Preferensi Metode Pembayaran Premi JKSB

{n=916)
Metode Frekuensi Persentase
Tunai melalui LPD 184 201
Tunai melalui bank umum 155 16.9
Gabung dengan tagihan PLN 227 24.8
Gabung dengan tagihan PDAM 24 26
Lathnya 326 35.6

Lintuk mengurangi faktor confounding bahwa
ada responden sektor formal yang juga setuju untuk
berpartisipasi dalam rencana program JKSB, maka
preferenst metode pembayaran premi dianalisis
berdasarkan sekior pekerjaan (Tabel 15). Hasilnya
adalah preferensi metode lainnya tetap mendapat
persentase teringgi {walau turun menjadi 29.8%).
iletode penggabungan tagihan premi dengan tagihan
PLN meningkat menjadi 26.2%. Hasil ini memberikan
masukan yang sangat berarti mengenai preferensi
masyarakat yang mayoritas responden setuju
berpartisipasi dengan rencana JKSB, dan adanya
infarmasi metode alternatif pembayaran premi yang
memungkinkan untuk memperluas cakupan
kepesertaan jaminan pembiayaan kesehatan,
khususnya penduduk sektorinformal.

Tabel 15. Preferensi Meiode Pembayaran Premi JKSB
oleh Responden Sektor Informal (ni=554)

Matode Frekuensi Perseniase
Tunai melalui LPD 132 23.8
Tunai melalui bank umum 95 17.1
Gabung dengan tagihan PLN 145 26.2
Gabung dengan tagihan PDAM 17 3.1
Lainnya 165 29.8

Responden yang tidak setuju berpartisipasi
dalam JKSB

Responden yang tidak setuju untuk berpartisipasi
dalam JKSB menyampaikan beberapa alasan,
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antare lain sudalh merlild i, keterbaizcan
keuangan, ingin melibal aplies oreduk vang
direncanakan tersebut, tidak/belum berminat dongan
asuransl, lidak percave dengen produk asoransi,
harus berunding dengan keluarga, cive bunk
asurarsi karena rumitnys bivoirasi pslavanan,
domisili belum tetap, dan tidak mau kul jka
paiayananrya sepertl program famihan unik
pegawsi neged. Tabel 18 merampiian alasa
responden sscara kessturuhan, den Tabe anah
alasan yang disamoziken cieh responden seidor
informal.

Tabel 18, Alasan Resporen [He uhand Tidsk bR
ik Prograw: JRSE In=gv3}

Alzsan Frekueng! Per

Sudah punya asuiansi kesehatan 342
Keterbatasan dana 129

Meanunggu sosialisasi produk Es)

JKSB

Citra buruk penyelenggaraan 45 5.7
asuranst

Belum barrmninat ikut asuransi 44 5.4
Harus berunding dengan 35 S5
keluarga

Tidak percava dengan 3 4
mekanisme asuranst

Domisili belum tetap 2 3

Tabel 17, Alasan Responder Seltdor :nforma: Tidax Hau
St Programs JKEB {r=347}

Alasan Frafiensi  Persenisse
Keterbatasan dana 197 237
Sudah punya asuransi o5 18.0
kasehatan
Menunggu sosialisasi produk 57 18.4
JKSB
Belum beminat .. 40 11.8
Citra buruk penyelaniggaraan 34 9.8
asuransi
Harus berunding dengan 25 &.4
keluarga
Tidak percays dengan 3 RS
asuransi
Domisilt belurn eiap 1 3

Secara keseluruiien, glasan ulama responcen
vang tidak mau berparisipas! dalam program JKSE
kKarsna teiah mentiliki asuransi kesshatan (50.8%),
dan khusus sekdor informal 35.7% menyaiskan
keterbatasan dana. Temuan inl menark karena masih
adanva responden dengan pengnasisn sangst kecl
tetapi tidak menjani peserles program jaminan
kesehatan masyarakat miskin (Askeskin). Survel juga

msnsmukan hal menark vang perly diperhatikan
szrius dalam nengembangan program  JKSB,
icwsusnva delam penyusunan stretegl sosiglisasi
wlen masih menunggu sosialisasi produk
JKSE, tarmasuk ingin melihat bagaimaira pakst
mardaat jaminan tersebut. Maleri sosialisasi
sehaiknya disusun untuk mengubah persepsi dan
mznamban wewasan masyarakat fentang manfaat
PR Administrast penyelenggaraan JASE naniinya
us  mensrapkan  prinsip "ci"aﬁcpara‘;si dan
Tebilitas uniulk menigatas! darmpak dait cira buruic
parelerggeTaEnN Drograr jarminan yan gx‘ ah ada. [
g i, rekenisims ouslily assurance pelayanan

g u?‘at.,l ce'ﬁamya terus cukc‘:”bangkan urituk
i kopussar dan siaius  kesehatan

JLax SAR SARAR

e

farl suemgah responden  {55.2%)
shwe weluarganya betum memiliki JPK
wosvs respondan sekior informal, sebanyalk 82.6%
cespanden belun memiiiki JPKL Kondisi ini

ditsmbangikan sesual dengan preferensi dan karakter
pencuduk Bali. Keterbatasan finansial msrupakan
peryebab utama respenden belum memiiiki JPK, di
semping  balum  ierpepamya mereka mengenal
menfast jaminan fersebut. Fakior-iakior yang
s sk kepen‘i'ikan JPK adalah pendidikan dan
iokesi domwisli respondsn. Di antara respondan yang
telan mamilici lPK hianya 22% yang belum merasa
phas dangan penvelenggaraan jaminan fersebut.
Paryebab ulama kelidakpuasannya adalah
kelidakislasan tanggungan obat. Berdasarkan jenis
pekeraan, PRNS yang paling banyak merasa tidak
sz dibandingkan dengan responden lainnya.
Knusus sekior formal, responden dengan pendapatan
kuaril keempat yang pating banyak merasa fidak puas
wingkan kelompok feinnya. Sebagian besar
% responden menyatakan setuju  uniuk
sorparisipasi dalam JKSE. Khusus responden yang
peiun memilik JPK, 81% seiujy dengan JKSB.
yan asumsi ATP sebesar 5% dait pendapatan per
ner buian, survel memperocieh besaran rata-rata
800,00 per kapita per bulan. Besaran premi
vaiig maw dibavar (WVTP) oleh 46% responden yang
'tai:a"'a setuju dengan JKSB berkisar

diny
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Metode pembayaran premi vang paling banyak
dipilin adalah menggabungkan tfagihan premi dengar
tagihan bulanan PLN (24%). Hal ini juga terbanyak
dipilin oleh responden sektor informal. Responden
vang tidak seiuju berpartisigasi dalam JKSB adalah
karena telah memilid asuransi kesehatan. Khusus
respondein seklor informal, alasan terbanyak yang
diajukan adalah keterbatasan finansial.

Saran

Jaminan pembiayean kesehatan sosial sudah
saatnva untuk dikembangkan di Bali mengingat
besamya polensi pasar yang masih dapat digarap.
Premi sebaiknya ditetapkan mengikuti hasil survei
vaitu tidak lebih dari Rp5.000,00 per kapita per bulan,
yaing pembayarannya dilakukan dengart msnggabungkan
tagihan premi keluarga ke dalam tagihan bulanan
listrik. Femasaran sosiai program JKSB perlu
direncanakan secara seksama agar informasi
mengenai konsep dan manfaat jaminan sosial ini
diterima secara efektif cleh masyarakat. Program
jaminan kesehatan untuk masyarakai miskin perlu
dikaji cakupan kepesertaannya karena banyak
responden survel JKSB dengan keterbatasan
finansial belum terjamin dalam program tersebul.
Mekanisime qualify assurance pelayanan kesehatan
dalam skera JPK dan good governarnce adminisiras
penyelenggaraan sebaiknya juga dikembangkan
untuk meningkatkan kepuasan dan status kesehatan
peseria jaminan.
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